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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM KLINIK INOVASI DALAM 

MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP INDEKS INOVASI DAERAH 

PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh: 

ANJELITA 

 

Klinik inovasi merupakan suatu program yang menyediakan tempat konsultasi 

sekaligus pendampingan kepada organisasi perangkat daerah terkait dengan indeks 

inovasi daerah. Program klinik inovasi telah dilaksanakan dengan 48 organisasi 

perangkat daerah di lingkungan pemerintahan provinsi Lampung sebagai kelompok 

sasaran. Program klinik inovasi bertujuan memperkenalkan dan membuka 

wawasan perangkat daerah mengenai inovasi daerah. Pada indeks inovasi daerah, 

provinsi Lampung belum dapat konsisten terhadap kualitas inovasi yang dimiliki. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program klinik inovasi dalam 

memberikan pendampingan indeks inovasi daerah dan mengidentifikasi faktor 

pendukung serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program klinik 

inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Hasil penelitian menggunakan model implementasi program milik Jones (1996) 

yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan menunjukan bahwa 

implementasi program klinik inovasi di provinsi Lampung sudah berjalan dengan 

baik namun belum optimal karena masih ditemukan kendala seperti keterbatasan 

atau kurangnya sumber daya manusia dari pihak pelaksana program, pemahaman 

masing-masing organisasi perangkat daerah yang berbeda, dan ketidakdisiplinan 

petugas pelaksanaa dari perangkat daerah dalam mengikuti setiap kegiatan. Dari 

hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Sekertariat 

Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penetapan regulasi baru mengenai bentuk 

sanksi terkait dengan ketidakdisiplinan pegawai yang mengikuti program klinik 

inovasi. 

Kata kunci: Implementasi program, klinik inovasi, indeks inovasi daerah 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION CLINIC PROGRAM IN 

PROVIDING ASSISTANCE TO THE REGIONAL INNOVATION INDEX AT 

THE REGIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY OF 

LAMPUNG PROVINCE 

 

By: 

ANJELITA 

 

The innovation clinic is a program that provides a place for consultation and 

assistance to regional organizations related to the regional innovation index. The 

innovation clinic program has been implemented with 48 regional organizations 

within the Lampung provincial government as the target group. The innovation 

clinic program aims to introduce and open the insight of regional officials 

regarding regional innovation. In the regional innovation index, Lampung province 

has not been consistent in the quality of its innovation. This research aims to 

analyze the implementation of the innovation clinic program in providing 

assistance with the regional innovation index and identify supporting factors and 

obstacles faced in the process of implementing the innovation clinic program. The 

method used in this research is descriptive qualitative with data collection 

techniques in the form of observation, documentation, and interviews. Research 

using Jones program implementation model (1996) of organization, interpretation, 

and application suggests that the implementation of the innovation clinic program 

in the lampung province is well under optimal because of constraints such as 

limitations or lack of human resources on the part of the program's enforcement, 

understanding of each of the regional tooling organizations, And misdiscipline of 

the regional administrators in following every activity. From the results of the 

study, researchers recommend the lampung province's department of research and 

development coordinate with lampung county districts in order to establish new 

regulations for disciplinary measures in conjunction with employee discipline 

programs for innovation clinics. 

 

Keywords: Program implementation, innovation clinic, regional innovation  

      indeks 
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MOTTO 

 

 

 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." 

 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

 

“There comes a day when you’re gonna look around and relize happiness is 

where you are." 

 

(Moana, 2016) 

 

 

 

“Kita engga perlu sempurna untuk dapat bahagia. Mencintai 

ketidaksempurnaan itu engga apa-apa." 

 

(Imperfect, 2019) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Inovasi pada pemerintahan daerah merupakan cara untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi untuk mendukung kinerja organisasi 

khususnya pemerintahan daerah. Untuk berinovasi pemerintah 

mengeluarkan kebijakan inovasi dengan tujuan mampu menciptakan 

berbagai inovasi baru. Inovasi pemerintah daerah mendorong individu 

untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan 

pribadi untuk tantangan pemerintah daerah (Hutagalung & Hermawan, 

2018).  Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah dengan tujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aturan 

tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap instansi pemerintah agar 

dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya 

good governance. 

Sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 

melalui kualitas inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Lampung menghadirkan suatu program untuk melakukan 

pendampingan dalam penyusunan serta pembuatan inovasi daerah pada 

organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. 

Adanya pendampingan atau asistensi ini diharapkan dapat membantu 

pemerintah daerah dalam perumusan program inovasi daerah. 

Klinik inovasi merupakan program dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah di Provinsi Lampung sebagai forum konsultasi dan 
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koordinasi antarperangkat daerah dalam pengembangan, penerapan, serta 

pelaporan inovasi daerah. Klinik Inovasi yang berisi pendampingan serta 

asistensi dalam pelaksanaan dan penyusunan inovasi-inovasi daerah di 

Provinsi Lampung.  Sebagai inovasi daerah di provinsi Lampung antara lain 

SiGajah (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) dari Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung, Silabo (Sigap Layanan Laboratorium) dari Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta Kartu Asuransi Nelayan 

Berjaya dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Lampung ada 48 perangkat daerah yang wajib hadir setiap 

tahunnya melaporkan inovasi-inovasi atau program yang ada di Provinsi 

Lampung. Tentunya hal ini jika berjalan dengan lancar akan menjadi daya 

saing serta meningkatkan kualitas pemerintah daerah Provinsi Lampung. 

Berikut merupakan peringkat inovasi melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) 

Tabel 1. Peringkat Provinsi Lampung dalam Indeks Inovasi Daerah 

No. Tahun Peringkat 

1. 2020 Peringkat 3 

2. 2021 Peringkat 15 

3. 2022 Peringkat 8 

4. 2023 Peringkat 10 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023 

Jika melihat hal tersebut, provinsi Lampung sempat berada pada peringkat 

3 tertinggi di Indonesia sebagai provinsi terinovatif namun tahun 2021 

mengalami penurunan peringkat kemudian meningkat kembali pada tahun 

2022 sampai akhirnya pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali 

berada pada peringkat 10 dengan memperoleh predikat provinsi inovatif. 

Klinik inovasi ada untuk melakukan pendampingan kepada perangkat-

perangkat daerah. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan pada setiap 

tahunnya Indeks Inovasi Daerah (IID) selalu berubah dalam hal penilaian 

inovasi yang dilampirkan atau dilaporkan. Maka dari itu, diperlukan klinik 

inovasi untuk melakukan pendampingan secara mendalam kepada 

perangkat-perangkat daerah melalui beberapa tahapan yang telah 

disediakan. 
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Namun, berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti kepada 

Kepala Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah Badan Penelitian 

dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung yaitu Winaryanti 

pada tanggal 08 Oktober 2023 yang menjadi permasalahan adalah ternyata 

banyak organisasi perangkat daerah yang tidak rutin mengirimkan 

perwakilannya untuk mengikuti klinik inovasi sebanyak 6 tahapan serta 

masih terdapat operator atau petugas yang dikirimkan setiap perangkat 

daerah selalu berganti-ganti mengakibatkan operator atau petugas tersebut 

belum memahami penginputan indeks inovasi daerah dengan baik dan 

benar. Padahal jika tahapan-tahapan itu dilaksanakan dengan baik dapat 

membantu dan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat atau perangkat daerah itu sendiri.  

Berdasarkan hal tersebut, setiap daerah dan setiap perangkat daerah 

memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga inovasi yang 

diterapkan pun harus disesuaikan dengan konteks setempat. Pendampingan 

eksklusif dapat membantu perangkat daerah dalam memahami keragaman 

inovasi daerah dan memilih inovasi yang tepat untuk diterapkan di 

daerahnya. Pemahaman perangkat daerah terkait inovasi daerah yang 

berbeda memerlukan pendampingan eksklusif. Hal ini dikarenakan setiap 

daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, sehingga inovasi 

yang diterapkan harus disesuaikan dengan konteks setempat. Pendampingan 

eksklusif dapat membantu perangkat daerah dalam memahami konsep 

inovasi daerah, mengidentifikasi potensi inovasi di daerahnya, dan 

merumuskan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan inovasi 

tersebut. Berikut ini merupakan 6 tahapan klinik inovasi yang harus diikuti 

oleh perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung: 
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Tabel 2. Tahapan Klinik Inovasi 

No. Tahapan Keterangan 
1. Evaluasi  Hal ini bersangkutan dengan apa yang menjadi 

kekurangan dalam inovasi-inovasi daerah Provinsi 

Lampung pada tahun sebelumnya dan yang menjadi 

kendala dalam perumusan serta pembuatan Klinik 

Inovasi 

2. Sosialisasi Penyampaian kepada perangkat daerah terkait 

perubahan aturan dan indikator baru dalam penilaian 

inovasi daerah 

3. Pendampingan Pengumpulan rancang bangun inovasi daerah yang akan 

dikaji bersama Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Lampung apakah telah sesuai dengan 

indikator penilaian Kemendagri yang telah diberikan. 

4. Asistensi Pengawasan dalam pengimputan rancangan inovasi 

daerah yang telah sesuai dengan indikator penilaian dari 

Kementerian Dalam Negeri 

5. Validasi Pengecekan kembali terkait evidence base setiap inovasi 

yang diajukan apakah telah terpenuhi 

6. Finalisasi Tahap akhir dalam proses klinik inovasi dimana 

dilakukan seleksi kembali mengenai kelayakan inovasi 

apa saja yang akan dikirim karena hal ini akan langsung 

terhubung oleh tim Pembina inovasi Kemendagri dan 

penilaian inovasi. 

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, 2024 

Berdasarkan Tabel 2. dapat di lihat bahwa setiap tahapan-tahapan klinik 

inovasi saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu tahapan terlewati 

atau tidak diikuti maka dapat menyebabkan kesalahpahaman dan 

ketidaktahuan perangkat daerah dalam merumuskan atau penyusunan 

inovasi daerah Provinsi Lampung. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 03 Agustus 2023 

melalui Kepala Sub Koordinator Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi 

Daerah yaitu Shinta Fitriana, diketahui bahwa selama pendampingan 

melalui klinik inovasi yang berjumlah 6 tahapan untuk persiapan Indeks 

Inovasi Daerah (IID) kekurangan sumberdaya dalam pelaksana klinik 

inovasi karena pada Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis 

Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi 

Lampung hanya 3 orang saja yang benar-benar memahami Indeks Inovasi 

Daerah (IID) padahal selama 6 tahap berlangsung harus menghadapi 48 

organisasi perwakilan perangkat daerah yang dapat menyebabkan 
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kewalahan dalam memberikan pendampingan atau tidak tersampainya 

informasi dengan baik. Pada Bidang Perencanaan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung juga mengikuti kegiatan tersebut 

untuk mengusulkan program-program atau inovasi. Sementara itu, tugas 

untuk bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan pada kegiatan 

kajian inovasi dan indeks inovasi daerah adalah Bidang Penguatan Inovasi 

dan Kebijakan Strategis Daerah.  

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung merupakan 

perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pendampingan 

kepada perangkat-perangkat daerah yang ada, tetapi mereka juga memiliki 

kewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika dikonfirmasi 

kepada Bidang Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung, Eli menyatakan bahwa mungkin yang menjadi 

permasalahan mengapa perangkat daerah tidak konsisten mengikuti tahapan 

klinik inovasi adalah karena pada setiap pertemuan klinik inovasi tersebut 

cenderung memiliki waktu yang relatif singkat dengan pelaksana program 

yang terbatas dan panitia yang terlibat tidak seluruhnya berasal dari anggota 

bidang yang menaungi program klinik inovasi itu sendiri.  

Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan jumlah sumber daya yang 

dimiliki oleh pihak pelaksana program dari bidang penguatan inovasi dan 

kebijakan strategis daerah. Sehingga masih terdapat pegawai yang memang 

belum sepenuhnya mengerti mengenai indeks inovasi daerah itu sendiri. 

Sehingga harus menunggu pegawai yang benar-benar mengerti terkait hal 

tersebut Keterbatasan waktu yang disediakan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menjadi salah satu penghambat 

implementasi program klinik inovasi karena melihat sikap organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang masih belum menyadari pentingnya 

mengikuti setiap rangkaian tahapan klinik inovasi secara berkala dan tetap 

konsisten. Keterbatasan sumber daya manusia dari pihak Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai pelaksana program 

Klinik Inovasi itu sendiri yang akan memberikan pendampingan terkait 
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dengan indeks inovasi daerah maka akan mengakibatkan tidak optimalnya 

kinerja yang diberikan serta dengan hasil tujuan yang kurang maksimal 

tentunya hasil ini sebenarnya sudah diantisipasi atau ditemukan lebih lama 

oleh Syahrinal dan Casmiwati (2024) dalam penelitiannya terkait dengan 

pentingnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dari pihak 

pelaksana program dalam mencapai keberhasilan tujuan dari program yang 

diselenggarakan. 

Berkaitan hal diatas, program klinik inovasi dibuat untuk mencegah hal-hal 

tersebut terjadi. Tujuan dari program klinik inovasi adalah memastikan 

bahwa setiap operator/petugas dari perangkat daerah dapat melampirkan 

berbagai inovasi atau program yang sudah dibuat pada setiap organisasi 

perangkat daerah untuk dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Implementasi Program Klinik Inovasi Dalam 

Memberikan Asistensi Terhadap Indeks Inovasi Daerah (IID) Pada 

Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi program klinik inovasi dalam memberikan 

asistensi terhadap indeks inovasi daerah (IID) pada Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung. 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang ditemui pada 

implementasi program klinik inovasi saat pendampingan indeks inovasi 

daerah (IID) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung. 

1.3   Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai. Maka, tujuan    

penelitian yang ingin peneliti dapatkan yaitu: 
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1. Untuk mengetahui dan memperoleh penjelasan serta analisa mendalam 

terkait proses implementasi Program Klinik Inovasi pada Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai bentuk 

keseriusan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam membangun 

inovasi daerah serta persiapan penganugerahan inovasi daerah atau 

innovative government award. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

pelaksanaan Program Klinik Inovasi pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam 

implementasi program klinik inovasi pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. 

 

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari Penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Masyarakat umum dan 

lembaga pemerintahan lainnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Penelitian Terdahulu 

Pada peineilitian ini meingguinakan peineilitian teirdahuilui seibagai peidoman 

uintu ik meimpeirkaya teiori yang digu inakan dalam kajian pe ineilitian yang 

dilaku ikan. Penelitian terdahulu merupakan bahan referensi dan inspirasi 

untuk peneliti dalam memberikan kejelasan terkait perbedaan dan 

persamaan pada objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu untuk 

mengetahui perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu, maka 

penelitian ini akan memberikan pembaruan terkait dengan objek kajian pada 

implementasi program. Penelitian terdahulu dapat juga digunakan sebagai 

data pendukung yang relevan.  

Tabel 3. Matriks Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Relevansi Penelitian 

Alif 

Listiansyah 

(2024) 

Implementasi 

Program 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja Pada 

Sekolah 

Menengah Atas 

di Provinsi 

Lampung 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

program kesehatan 

reproduksi remaja pada 

sekolah menengah atas 

di Provinsi Lampung 

secara keseluruhan 

sudah diterapkan dan 

mengalami penurunan 

kasus perkwainan anak 

akibat komitmen aktor 

pelaksana dalam 

memahami program 

tersbut. Akan tetapi, 

pada program ini masih 

memiliki kelemahan 

pada kekurangan 

jumlah sumber daya 

manusia sebagai pihak 

yang menjalankan 

program serta metode 

penyampaian informasi 

kepada kelompok 

sasaran program yang 

Persamaan Penelitian 

persamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian terkait dengan 

model implementasi 

program menurut Jones 

(1996). 

 

Perbedaan Penelitian 

perbedaan penelitian 

terletak pada lokus dan 

objek penelitian yaitu 

terkait program 

kesehatan reproduksi 

remaja pada sekolah 

mengah atas (SMA) di 

salah satu sekolah pada 

Kabupaten Lampung 

Tengah. 
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Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Relevansi Penelitian 

belum maksimal karena 

tingkat partisipasi yang 

kurang. 

Maya Novita 

Sari (2023) 

Implementasi 

Pengembangan 

Ruang 

Kepemudaan 

(Youth Space) di 

Kecamatan 

Coblong Kota 

Bandung 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pengorganisasian 

dalam pengembangan 

youth space dikelola 

oleh camat dengan 

membentuk perangkat 

pengelola youth space 

berdasarkan surat 

keputusan Camat 

Coblong. Terbentuknya 

perangkat pengelola 

youth space Kecamatan 

Coblong belum 

memiliki rencana 

strategis dalam 

pengembangan 

sehingga belum banyak 

program dan kegiatan 

kepemudaan 

dilaksanakan oleh 

pengelola youth space. 

Sosialiasiasi yang 

dilakukan pihak 

pengelola youth space 

juga tidak berkelanjutan 

atau masih minim baik 

dilakukan secara 

langsung maupun 

melalui media sosial 

membuat banyak 

pemuda di daerah 

Kecamatan Coblong 

yang tau keberadaan 

youth space dan 

tujuannya. Para 

pengelola belum 

sepenuhnya memahami 

pengembangan youth 

space dari rendahnya 

intensitas kegiatan pada 

lingkungan youth space 

itu sendiri. 

Persamaan Penelitian 

persamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian implemetasi 

yang mecoba melihat 

dengan model 

implementasi program 

menurut Jones (1996). 

 

Perbedaan Penelitian 

perbedaan penelitian 

terletak pada lokus dan 

objek penelitian yaitu 

terkait pengembangan 

ruang kepemudaan 

(youth space) di 

Kecamatan Coblong 

Kota Bandung 

 

Mulyadi, 

Kurniansyah 

& Santoso 

(2021) 

Implementasi 

Penerapan 

Aplikasi 

Sambara dalam 

Administrasi 

Wajib Pajak 

Pada Masa 

Pandemi Covid-

19 di Kabupaten 

Karawang 

Hasil penelitian 

Impelementasi 

Penerapan Aplikasi 

Sambara dalam 

Administrasi Wajib 

Pajak Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Karawang 

menunjukan bahwa 

Pengorganisasian di 

Persamaan Penelitian 

persamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian yang melihat 

suatu aplikasi ketika 

diterapkan melalui sudut 

pandang model 

implementasi program 

yang dimiliki oleh Jones 

(1996). 
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Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Relevansi Penelitian 

Samsat Kabupaten 

Karawang sudah cukup 

baik dan para pegawai 

samsat Kabupaten 

Karawang sudah 

hampir semuanya 

memahami tugas dan 

fungsi masing-masing 

dalam melakukan 

kegiatan berkerja, dan 

mengetahui tata cara 

membayar pajak secara 

online. Interpretasi 

masyarakat terhadap 

inovasi aplikasi 

sambara sangat di 

terima baik oleh 

masyarakat kabuapten 

Karawang karena dapat 

memudahkan dalam 

pembayaran pajak 

karena masyarakat 

tidak harus mengantri 

berjam-jam. Hal ini 

yang membuat program 

ini di terima oleh 

masyarakat. Penerapan 

aplikasi sambara di 

Kabupaten Karawang 

memang cukup baik 

terbukti pada data yang 

didapat bahwa ada 

penaikan pada tahun 

2018 sampai dengan 

saat ini masyarakat 

yang membayar pajak 

makin banyak. Proses 

untuk melakukan 

registrasi pembayaran 

pajak tidak menyulitkan 

jadi masyarakat 

kabupaten Karawang 

sangat terbantu. 

 

Perbedaan Penelitian 

perbedaan penelitian 

terletak pada lokus dan 

objek penelitian yaitu 

terkait penerapan aplikasi 

pembayaran pajak selama 

masa pandemi covid-19 

berlangsung. 

 

Syahrinal 

dan 

Casmiwati 

(2024) 

Implementasi 

Program 

Generasi 

Berencana 

Badan 

Kependudukan 

Keluarga 

Berencana 

Nasional 

(BKKBN) di 

Kecematan 

Kenjeran Kota 

Surabaya 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

implementasi program 

Generasi Berencana 

(GenRe) BKKBN 

Provinsi Jawa Timur Di 

Kecamatan Kenjeran 

Kota Surabaya sudah 

berjalan cukup baik. 

Adapun faktor yang 

menjadi pendukung 

yaitu adanya sumber 

daya manusia yang 

Persamaan Penelitian 

persamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian terkait dengan 

model implementasi 

program menurut Jones 

(1996) yang sama-sama 

ingin melihat 3 indikator 

penting yang saling 

mempengaruhi dalam 

pelaksanaan suatu 

implementasi program. 
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Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Relevansi Penelitian 

kompeten dari pihak 

pelaksana program 

yaitu berasal dari Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 

struktur organisasi yang 

secara spesifik 

menjalankan program 

Generasi Berencana, 

petunjuk teknis yang 

jelas, sosialisasi dan 

media yang diciptakan 

dengan variatif, serta 

sarana prasarana yang 

memadai. Sedangkan 

aspek yang kurang 

mendukung adalah 

dapat dilihat bahwa 

tidak semua 

masyarakat, terutama 

para remaja yang 

mengetahui manfaat 

dari Program Generasi 

Berencana itu sendiri. 

Perbedaan Penelitian 

perbedaan penelitian 

terletak pada lokus dan 

objek penelitian yaitu 

terkait program generasi 

berencana. 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

Beirdasarkan peinjabaran peineilitian teirdahuilui yang suidah dijeilaskan, 

peineilitian yang akan dilakuikan oleih peineiliti pada peineilitian terdahulu 

meimiliki peirsamaan yaitui teirleitak pada meitodei peindeikatan ku ialitatif 

deiskriptif dan fokuis peineilitian yang meineikankan pada impleimeintasi 

program dengan teori Jones (1996) yang terdiri dari pengorganisasian, 

interpretasi, dan penerapan. Seidangkan peirbeidaan pada peineilitian ini 

dengan peineilitian seibeiluimnya yaitui terletak pada objek peineilitian yang 

berbeda. Pada penelitian ini meimiliki fokuis peineilitian pada bagaimana 

impleimeintasi program klinik inovasi dalam memberikan asistensi terhadap 

indeks inovasi daeirah pada organisasi peirangkat daeirah deingan 

meingguinakan teiori Jones (1996) yang teirdiri dari indikator organisasi, 

interpretasi, dan penerapan. 
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 Konsep Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Keibijakan puiblik meiruipakan teirjeimahan istilah bahasa Inggris yaitui puiblic 

policy. Wibawa dan Darwin me ineirjeimahkan kata policy meinjadi ‘keibijakan 

seimeintara Islamy dan Wahab meineirjeimahkan meinjadi “keibijaksanaan” 

(Anggara, 2014). Konseip puiblic policy muilai beirkeimbang seikitar pada 

tahuin 1970 dalam ilmui administrasi puiblik. Hal te irseibuit seidikit beirbeida 

deingan apa yang disampaikan oleih Charleis O. Joneis dalam Mustari (2015), 

istilah keibijakan (policy) diguinakan dalam prakteik seihari-hari namuin 

diguinakan uintuik meinggantikan keigiatan ataui keipuituisan yang sangat 

beirbeida. Istilah ini seiring dipeirtuikarkan deingan tuijuian (goals), program, 

keipuituisan (deicision), standar, proposal dan grand deisign. Andeirson dalam 

Widodo (2021) meingatakan seicara uimuim istilah “keibijakan” ataui “policy” 

dipeirguinakan uintuik meinuinjuik peirilakui seiorang aktor (misalnya seiorang 

peijabat, suiatui keilompok, mauipuin suiatui leimbaga peimeirintah) ataui seijuimlah 

aktor dalam suiatui bidang keigiatan teirteintui. 

Hal teirseibuit seilaras deingan peindapat keibijakan puiblik yang diartikan 

seibagai seirangkaian keipuituisan yang saling beirkaitan dan dipuituiskan oleih 

seiorang aktor politik baik individui mauipuin keilompok beirkeinaan deingan 

tu ijuian yang teilah dipilih beiseirta cara-cara uintu ik meincapainya dalam suiatui 

keiadan. Seimeintara itui, Thomas R. Dyei dalam Anggara (2014) meimpeirkuiat 

peindapat yang su idah disampaikan seibeiluimnya deingan meimbeirikan 

peimahaman bahwa keibijakan puiblik diartikan seibagai “whateiveir 

goveirnmeints choosei to do or not to do” yaitui keibijakan puiblik seibagai 

beintu ik apapuin yang peimeirintah pilih uintuik meilakuikan ataui tidak 

meilakuikan seisuiatui.  

Beirdasarkan peindapat para ahli, seicara uimu im keibijakan puiblik beirarti 

seirangkaian sikap ataui tindakan yang dipuituiskan oleih peimeirintah beiruipa 

atuiran ataui keipuituisan yang keimuidian dilaksanakan oleih pihak 

peinyeileinggara neigara meiruipakan hasil dari prose is politik yang dijalankan 



13 
 

dalam su iatu i sisteim peimeirintahan seibagai uipaya meimeinuihi tu intuitan 

masyarakat akan keibuitu ihan peinyeileisaian meingeinai suiatui peirmasalahan 

yang teirjadi dan teiruis beirkeimbang di masyarakat. Keibijakan puiblik meinjadi 

su iatui keipuituisan yang meingikat uintuik orang banyak kareina dibuiat oleih 

peimeigang otoritas puiblik yaitui meireika yang meineirima mandat dari puiblik 

ataui orang banyak meilaluii proseis peimilihan atas nama masyarakat.  

2.2.2   Ciri-Ciri Kebijakan Publik 

Keibijakan puiblik dibuiat buikan tanpa maksuid dan tuijuian yang jeilas, dimana 

maksu id dan tu ijuian keibijakan pu iblik dibu iat adalah u intu ik meimeicahkan 

masalah pu iblik yang tu imbu ih dan beirkeimbang di masyarakat deingan banyak 

beintu ik, beirvariasi, dan inte insitasnya. Oleih kareina itu i, tidak seimuia masalah 

pu iblik bisa meilahirkan su iatu i keibijakan puiblik. Hanya masalah pu iblik yang 

dapat me inggeirakan orang banyak u intu ik meincari solu isi yang meinghasilkan 

seibuiah keibijakan pu iblik pu iblik. Adapun ciri-ciri kebijakan publik yang 

dikemukakan oleh Wahab dalam Mustari (2015) antara lain: 

1. Keibijakan pu iblik me iruipakan tindakan yang direincanakan meingarah 

pada tu ijuian yang suidah diteitapkan.  

2. Keibijakan pu iblik hakeikatnya teirdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

beirkaitan dan beirpola meingarah pada tu iju ian teirteintu i yang dilaku ikan 

peijabat peimeirintah bu ikan meiruipakan keipuitu isan yang beirdiri seindiri. 

3. Keibijakan beirkaitan deingan apa yang dilaku ikan oleih peimeirintah dalam 

bidang-bidang teirteintu i, dalam arti seitiap keibijakan peimeirintah itui diikuiti 

deingan tindakan-tindakan yang pasti.  

4. Keibijakan puiblik beirbeintuik positif mau ipuin neigatif, dalam beintu ik positf 

keibijakan meincakuip tindakan pe imeirintah yang dimaksu idkan u intu ik 

meimpeingaruihi masalah te irteintu i. Beintu ik neigatif dari su iatu i keibijakan 

meilipuiti keipuituisan para peijabat peimeirintah u intu ik tidak beirtindak atau i 

tidak meilakuikan apapu in dalam su iatu i peirmasalahan di mana campu ir 

tangan peimeirintah ju istru i dipeirluikan. 
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Andeirson dalam Muistari (2015) meingeilompokan je inis-jeinis keibijakan 

pu iblik antara lain: 

1. Suibtantivei and proceiduiral Policieis Suibtantivei policy 

Suibtantivei policy dilihat dari su ibtansi masalah yang dihadapi ole ih 

peimeirintah, seidangakan proceiduiral policy dilihat dari pihak-pihak yang 

teirlibat dalam peiruimu isannya (policy stakeiholdeirs).  

2. Distribuitif, Reidistribuitif, and Reiguilatory Policieis  

1) Distribuitif Policy suiatui keibijakan yang meingatuir teintang peimbeirian 

peilayanan/keiuintu ingan keipada individui-individui, keilompok-

keilompok ataui peiruisahaan-peiruisahaan.  

2) Reidistribu itif policieis adalah suiatu i keibijakan yang me ingatu ir teintang 

peimindahan alokasi keikayaan, peimilikan atau i hak-hak.  

3) Reiguilatory Policy yaitui suiatu i keibijakan yang me ingatu ir teintang 

peimbatasan ataui peilarangan teirhadap tindakan. 

3. Puiblic Goods and Privatei Goods Policieis  

Puiblic goods policy adalah su iatu i keibijakan yang me ingatu ir teintang 

peinyeidiaan barang-barang atau i peilayanan-peilayanan oleih peimeirintah 

uintu ik keipeintingan orang banyak. Seimeintara privatei goods policy yaitui 

suiatu i keibijakan yang me ingatu ir teintang peinyeidiaan barang-barang atau i 

peilayanan-peilayanan ole ih pihak swasta, u intu ik keipeintingan individu i 

(peirorangan) di pasar beibas deingan imbalan biaya teirteintu i. 

Dapat dipahami su iatu i keibijakan pu iblik meimiliki ciri-ciri khuisuis yang 

biasanya beirsuimbeir pada keinyataan bahwa ke ibijakan itu i diruimuiskan oleih 

orang-orang yang meimiliki keiweinangan atau i keikuiasaan dalam siste im 

politik, misalnya para ke ituia eikseikuitif, leigislator, hakim, administrator, 

keituia adat, dan seibagainya yang akan be irtanggu ingjawab atas beirbagai 

beintu ik uiruisan politik dan beirhak meingambil tindakan te irteintu i seilama masih 

beirada dalam batas-batas peiran dan keiweinangan me ireika. Seilain itu i, 

keibijakan pu iblik meimiliki keilompok sasaran yang su idah dipu ituiskan 

biasanya dalam hal ini adalah sebagai uipaya me imeinuihi keipeintingan 

masyarakat se ihingga keibijakan pu iblik haruis beirsifat positif deingan reisiko 

keigagalan ataui hasil yang neigatif seikeicil mu ingkin. 
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2.2.3   Proses Kebijakan Publik 

Proses formulasi kebijakan publik menjadi langkah yang paling awal dalam 

proses kebijakan publik secara keseluruhan. Pada tahap ini akan sangat 

menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan publik 

yang dibuat pada masa yang akan datang. Sehingga tingkat keseriusan dari 

para pembuat kebijakan (policy maker) sangat dibutuhkan untuk 

meminimalisir kesalahan (Mustari, 2015). Sementara itu, Thomas R. Dye 

dalam Anggara (2014) mengemukakan suatu proses kebijakan publik 

meliputi beberapa hal yaitu: 

1. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) Dapat 

dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntunan atas tindakan 

pemerintah. 

2. Penyusunan agenda (agenda setting) 

Merupakan aktivitas memberikan fokus perhatian pada pejabat publik 

dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap 

masalah publik tertentu. 

3. Perumusan kebijakan (policy formulation) 

Merupakan tahap pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan 

penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, 

kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga 

legislatif. 

4. Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) 

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, 

kelompok penekan, presiden, serta kongres. 

5. Implementasi kebijakan (policy implementation) 

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, 

dan aktivitas pihak eksekutif yang terorganisasi. 

6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) 

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, 

konsultan diluar pemerintah, media massa, dan masyarakat (publik). 

Sedangkan menurut James Anderson dalam Pasolong (2010), menetapkan 

proses kebijakan publik antara lain: 



16 
 

1. Formulasi Masalah 

Berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan, apa yang membuat 

hal tersebut menjadi masalah kebijakan, dan bagaimana masalah 

tersebut dapa masuk agenda pemerintahan. 

2. Formulasi Kebijakan 

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau berbagai alternatif 

untuk memecahkan masalah tersebut, serta siapa saja yang 

berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. 

3. Penentuan Kebijakan 

Berhubungan dengan bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau 

kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan 

kebijakan, serta apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

4. Implementasi Kebijakan 

Berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan, apa yang dikerjakan selama proses ini berlangsung, dan apa 

dampak yang dihasilkan dari isi kebijakan itu sendiri. 

5. Evaluasi Kebijakan 

Berkaitan dengan pengukuran tingkat keberhasilan atau dampak dari 

kebijakan, siapa yang melakukan evaluasi kebijakan tersebut, apa 

konsekuensi dari evaluasi kebijakan, serta terdapat atau tidaknya 

tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 

bahwa pembuatan kebijakan menyangkut seluruh tahapan dalam kebijakan 

publik dan perumusan kebijakan adalah salah satu bagian di dalamnya, 

kemudian konsep perumusan kebijakan sama dengan konsep formulasi 

kebijakan, sampai pada output dari formulasi kebijakan adalah penetapan 

kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan. Implementasi 

tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan 

tertentu, melainkan juga bentuk kesepakatan atau komitmen pada setiap 

tahapan diantara sejumlah aktor atau pelaku yang terlibat untuk mencapai 

peluang keberhasilan suatu kebijakan. 
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 Konsep Implementasi 

2.3.1 Definisi Program 

Kebijakan publik dan program merupakan dua hal yang saling 

berhubungan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kebijakan publik yang 

merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

memecahkan masalah publik. Sementara untuk program, di mana program 

merupakan kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu sehingga kebijakan publik dapat menjadi dasar terciptanya dari 

suatu program (Listiansyah, 2024). Selaras dengan hal tersebut Dwi (2017) 

berpendapat bahwa program akan menunjang proses implementasi ketika 

berlangsung yang disebabkan oleh beberapa aspek dalam program itu 

sendiri antara lain yaitu: 

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai 

2. Terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan itu 

3. Terdapat aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus 

dilalui 

4. Terdapat perkiraan anggaran yang dibutuhkan 

5. Terdapat strategi dalam pelaksanaanya. 

Program menjadi suatu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelesaian 

rangkaian kegiatan yang berisikan langkah-langkah atau strategi apa yang 

akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan menjadi 

unsur pertama yang harus ada selama proses tercapainya kegiatan 

implementasi. Westra (1989) mengatakan bahwa program merupakan 

rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan 

beserta petunjuk cara-cara pelaksanannya dan Siagian ikut berpendapat 

bahwa penyusunan suatu program adalah penjabaran suatu rencana yang 

telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-

ciri operasional tertentu (Listiansyah, 2024). Ciri-ciri tersebut seperti 

seperti: 

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 
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3. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten atau proyek yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 

4. Pengukuran biaya yang diperkirakan dan berbagai manfaat yang 

diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut. 

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan 

program pembangunan lainnya karena suatu program tidak dapat 

berdiri sendiri. 

6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut 

(Bintoro dalam Listiansyah 2024). 

Secara umum dapat dipahami bahwa program adalah penjabaran atau 

uraian dari suatu perencanaan atau sebagai kerangka dasar dari 

pelaksanaan suatu kegiatan yang diharapkan mampu mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

 

2.3.2 Implementasi Program 

Impleimeintasi beirasal dari bahasa Inggris yaitui to impleimeint. Beirdasarkan 

kamuis beisar Weibsteir meinuiruit Wahab dalam Anggara (2014) to impleimeint 

yaitui meingimpleimeintasikan yang beirarti meinyeidiakan sarana uintuik 

meilaksanakan seisuiatui yang meinimbuilkan dampak ataui akibat teirhadap 

seisuiatui. Seisuiatui teirseibuit dapat beiruipa uindang-uindang, peiratuiran 

peimeirintah, keipuituisan peiradilan dan keibijakan yang dibuiat oleih leimbaga-

leimbaga peimeirintah dalam keihiduipan keineigaraan. Keimuidian Widodo 

(2021) meingatakan bahwa, impleimeintasi adalah suiatui proseis yang 

meilibatkan seijuimlah su imbeir daya seipeirti manuisia, dana, dan keimampuian 

opeirasional oleih peimeirintah mauipuin swasta (indivuidui mauipuin keilompok) 

u intuik meincapai tuijuian yang teilah diteitapkan seibeiluimnya oleih peimbuiat 

keibijakan. Grindeil dalam Muilyadi (2015) meimbeirikan pandangan bahwa 

impleimeintasi meiruipakan proseis uimuim tindakan administratif yang dapat 

diteiliti pada tingkat program teirteintu.  
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Suatu kebijakan akan menghasilkan program yang merupakan rangkaian 

kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan itu sendiri dalam upaya 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan diharapkan mampu 

memberikan dampak baik terhadap penerima program tersebut (Bahri dkk, 

2020). Program menurut Hasibuan dalam Pratama, dkk (2019) merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan 

tujuan menciptakan hasil yang berpengaruh, yang mana di dalamnya telah 

terdapat sasaran, kebijakan, prosedur sebagai unsur dalam pelaksanannya. 

Program merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pelaksanaannya.  Jones (1996) mengemukakan bahwa implementasi 

program sebagai implementation is the set of activities directed toward 

putting a program into effect yang berarti implementasi merupakan 

serangkaian kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang 

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Sejalan dengan hal 

tersebut, Arif dalam Dwi (2017) mengemukakan bahwa implementasi 

program merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

karena merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. 

Beirdasarkan beibeirapa peindapat yang suidah dijeilaskan dapat dipahami 

seicara seideirhana bahwa impleimeintasi program merupakan salah satu 

tahapan yang penting dalam aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan 

kebijakan publik yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat terhadap suatu objek atau sasaran untuk dapat merealisasikan serta 

mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang sebelumnya. 

2.3.2    Model-Model Implementasi Program 

Suiatui keibijakan ataui peiratuiran tidak akan dapat meincapai tuijuian yang 

suidah diteitapkan tanpa meilaluii proseis impleimeintasi yang baik. Adapuin 

modeil-modeil impleimeintasi keibijakan puiblik yang menjadi pedoman 

dalam melaksanakan suatu kebijakan meinu iruit Matland dalam Hamdi 

(2014) teirbagi dalam du ia keilompok. Peirtama adalah keilompok peindeikatan 

dari atas (top-down), bagaimana kita dapat meilihat seiseiorang yang 

meirancang ataui meiruimuiskan keibijakan seibagai aktor seintral atau i tokoh 
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u itama deingan tuijuian keibijakan agar beirsifat jeilas dan konsistein, 

meiminimalkan juimlah aktor, meimbatasi reintang peiruibahan yang 

dipeirluikan, dan meineimpatkan tangguing jawab impleimeintasi pada instansi 

yang beirsimpati deingan tuijuian keibijakan. Keiduia, keilompok deingan 

peindeikatan dari bawah (bottom-uip) yang meineikankan pada duia hal yaitui 

keilompok-keilompok sasaran dan para peinyeidia layanan seirta beirfokuis 

pada variabeil yang beirsifat mikro. 

Pada pelaksanaannya, saat proses implementasi berlangsung tidak hanya 

menggunakan satu model untuk menjadi tolak ukur dalam upaya mencapai 

tujuan dari suatu program ataupun kebijakan suatu organisasi. Jones 

(1996), berpendapat bahwa program merupakan cara yang disahkan untuk 

mencapai tujuan di mana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih 

terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan untuk tercapainya 

kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat 

berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan program itu sendiri dapat 

tercapai. Sehingga beberapa ahli memiliki pendapat terkait dengan model 

implementasi program yang digunakan dalam upaya mencapai 

keberhasilan dari suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan. 

Adapuin modeil-modeil impleimeintasi yang menjadi pedoman dalam 

melaksanakan suatu program antara lain  

1. Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van 

Horn (1975) 

Van Meter dan Van Horn  dalam Anggara (2014), meinjeilaskan bahwa 

terdapat beberapa variabel bebas yang saling berkaitan dalam 

implementasi antara lain yaitu:  

1) Standar dan sasaran program/kebijakan 

Standar dan sasaran program/kebijakan harus jelas dan terukur, 

sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan 

terjadinya konflik antara para agen implementasi. 

2) Sumber daya 



21 
 

Implementasi perlu didukung oleh sumber daya, baik sumber daya 

manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia 

(non-human resources). 

3) Karakteristik organisasi pelaksana 

Berkaitan dengan sejau mana kelompok kepentingan memberikan 

dukungan untuk implementasi program/kebijakan, termasuk 

karakteristik partisipan yang mendukung ataupun menolak, sifat 

opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elite politik 

mendukung implementasi kebijakan tersebut. 

4) Komunikasi antar organisasi pada pelaksanaan program/kebijakan 

Pada beberapa kasus, implementasi sebuah program terkadang 

perlu dukungan dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar 

tercapai keberhasilan yang diinginkan. 

5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

implementasi tersebut. 

6) Disposisi implementor mencakup tiga hal penting 

Respon implementor terhadap kebijakan/program yang akan 

mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan atau 

program. Kedua yaitu koginisi merupakan pemahamannya 

terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor yaitu 

prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 

2. Implementasi Program menurut David C. Korten (1988) 

Keberhasilan suatu implementasi menurut David C. Korten dalam 

Bahri, dkk (2020), menyebutkan bahwa model ini menggunakan 

pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model 

kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model 

implementasi dengan tiga elemen dalam pelaksanaan program yaitu 

program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran 

program. Indikator keberhasilan implementasi program seibagai 

beirikuit:  
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1) Keisesuaian antara program dengan pemanfaat 

Terkait dengan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh 

program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

(pemanfaat). 

2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana 

Kesesuaian antara tugas yang ada dalam program tersebut dengan 

kemampuan organisasi selaku pelaksana program. Greenberg dan 

Baron dalam Wibowo (2013) berpendapat bahwa organisasi 

merupakan suatu sistem sosial yang ada pada masyarakat yang 

dilakukan secara terstruktur terdiri dari kelompok dan individu 

yang bekerja sama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan. Oleh sebab itu, program dengan organisasi menjadi 

suatu hal yang berkaitan, dimana organisasi dapat menjadi suatu 

wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

terhadap pelaksanaan suatu program. 

3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi 

pelakasana pelaksana 

Terkait dengan kesesuaian antara syarat yang diputuskan 

organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa 

yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. 

Bahri dkk (2020), berpendapat bahwa pola yang dikembangkan oleh 

Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil 

atau sesuai dengan apa yang sudah diharapkan jika tiga unsur 

implementasi program tersebut tidak dapat terpenuhi. Hal ini 

disebabkan jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan 

kelompok sasaran maka output yang dihasilkan tidak dapat 

dimanfaatkan. Kemudian jika organisasi pelaksana program tidak 

memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi syarat dalam 

program itu sendiri, maka organisasi tidak mampu menyampaikan 

output program dengan tepat. Jika syarat yang ditetapkan organisasi 

pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka 

kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Kesesuaian 
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antara tiga unsur implementasi program mutlak diperlukan agar 

program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  

3. Implementasi Program menurut Charles O. Jones (1996) 

Suatu instansi yang berbeda sudah pasti akan memerlukan strategi 

yang berbeda pula dalam mendapatkan atau mempertahankan suatu 

dukungan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan melalui 

program yang diterapkan. Charles O. Jones (1996) menjelaskan 

bahwa pelaksanaan implementasi program dapat dilihat melalui tiga 

aktivitas utama yaitu sebagai berikut: 

1) Organisasi 

Penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki 

dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi 

adalah menjalankan program-program yang telah dirancang. 

Organisasi dalam implementasi kebijakan berkaitan erat dengan 

birokrasi sehingga memerlukan perhatian paling utama karena 

sangat penting untuk pemhasan konsep birokrasi. Setiap kegiatan 

memerlukan birokrasi agar dapat berkomunikasi dengan pihak 

pembuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan. 

Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-

program yang telah direncanakan. Jones mengartikan kegiatan 

pada organisasi aktivitas dalam pembentukan sumber daya, unit-

unit, serta metode-metode yang diperlukan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan pada program dengan tujuan dari 

organisasi merupakan melaksanakan program-program yang 

telah dirumuskan. 

2) Interpretasi 

Pada aktivitas ini, menafsirkan agar program menjadi rencana dan 

pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 

Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antar pihak 

yang terlibat didalamnya serta sejauh mana pemahaman yang 

diperoleh. Program yang dilakukan harus dibuat secara jelas, 

tepat, dan juga akurat terhadap ketentuan yang ada. Hal tersebut 
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bertujuan untuk pelaksana program lebih memahami serta 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam 

mengimplementasikan program yang telah dirancang sehingga 

tujuan program yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai 

dengan baik.  

3) Penerapan 

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana di 

mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh 

pedoman program maupun peraturan-peraturan, ataupun secara 

khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Pada kegiatan 

implementasi program tersebut, penerapan implementasi suatu 

program dilakukan dengan menyesuaikan pedoman-pedoman 

serta aturan-aturan yang telah ditetapkan agar 

pengimplementasian program tersebut dapat tercapai dengan baik 

dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Perlu adanya 

pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat 

berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak 

berbenturan dengan program lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, maka peneliti mencoba menggunakan model implementasi 

program milik Jones (1996) yang memiliki tiga pilar aktivitas 

mengoperasikan program yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan 

penerapan. 

2.3.3    Proses Implementasi Program 

Tahap implementasi sering disebut sebagai studi implementasi yang 

memberikan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegagalan dan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan (Subianto, 

2020). Proses implementasi terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu 

adanya program atau kebijakan, target kelompok sasaran, dan unsur 

pelaksana (implementor). Yudistira dalam Setiawan (2017) menjelaskan 

bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi sebuah pola operasioal 

serta berusaha mencapai perubahan-perubahan baik besar ataupun kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi adalah 

upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program 

dilaksanakan. 

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan. Mulyadi (2015) berpendapat bahwa 

implementasi merupakan proses penerapan keputusan dasar yang terdiri 

dari beberapa tahap yaitu: 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan 

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana 

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan 

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak 

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana 

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan. 

Keberhasilan dalam mendukung proses impleimeintasi tidak terlepas dari 

beberapa faktor yaitu, kondisi lingkuingan, huibuingan antar organisasi, 

suimbeirdaya, dan karakteir instituisi impleimeintor (Kapiorui, 2014). Seilaras 

peindapat teirseibuit, Puirwanto (2012) meingeimuikakan beibeirapa faktor yang 

meineintuikan beirhasil ataui tidaknya suiatui proseis impleimeintasi deingan 

meilihat kuialitas keibijakan, keicuikuipan inpuit keibijakan (teiruitama 

anggaran), keiteipatan instruimein yang dipakai uintuik meincapai tuijuian 

keibijakan, kapasitas impleimeintor (struiktuir organisasi, duikuingan sumber 

daya manusia, koordinasi, dan peingawasan), karakteiristik dan duikuingan 

keilompok sasaran, seirta kondisi lingkuingan geiografi, sosial, eikonomi, dan 

politik di mana impleimeintasi teirseibuit dilakuikan.  

Pada implementasi program terdapat kriteria pengukuran tingkat 

keberhasilan menurut Ripley dan Franklin dalam Akib dan Tarigan (2008) 

didasarkan pada tiga aspek yaitu: 
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1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat 

birokasi sebagaimana diatur dalam undang-undang 

2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah 

3. Pelaksanaan dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari semua 

program yang terarah. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa 

terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses 

implementasi kebijakan/program ketika dilaksanakan yaitu harus 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana kebijakan/program 

tersebut akan diimplementasikan, kemudian isi dari kebijakan yang akan 

diimplementasikan harus berdampak baik dan berorientasi terhadap 

kebutuhan kelompok sasaran, serta dukungan sumberdaya yang 

dibutuhkan selama proses implementasi sedang berlangsung baik dalam 

bentuk manusia ataupun finansial serta sarana dan prasarana yang 

mendukung selama proses implementasi sedang berlangsung. 

 Program Klinik Inovasi 

Inovasi meimiliki peiranan peinting dalam meindorong peirkeimbangan 

beirbagai keigiatan disu iatui daeirah agar dapat teiruis beirjalan. Inovasi yang 

beirkeilanjuitan sangat dipeirluikan uintuik peingeimbangan daeirah agar mampui 

beirsaing deingan daeirah lain meilaluii keiuingguilan produik/jasa yang dimiliki 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah. Beirdasarkan Peiraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 

104 Tahuin 2018 teintang Peinilaian dan Peimbeirian Peinghargaan dan/ataui 

Inseintif Inovasi Daeirah, melalui Indeiks Inovasi Daeirah (IID) seibagai 

seipeirangkat variabeil dan indikator yang diguinakan uintuik meinguikuir 

tingkat inovasi daeirah beirdasarkan keiteintuian yang suidah diteitapkan. Pada 

indeks inovasi daerah juiga teirdapat suiatui beintuik peinghargaan uintu ik para 

daeirah yang beirhasil meinciptakan inovasi yang inovatif seirta dapat 

diimpleimeintasikan deingan baik meimpeirolah peincapaain meilaluii 

Innovativei Goveirnmeint Award (IGA).  
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Seibagai wuijuid nyata partisipasi dalam meingikuiti keigiatan program IID, 

Peimeirintah daeirah Provinsi Lampuing uintuik peirtama kalinya pada tahuin 

2020 meingikuiti program teirseibuit yang pada akhirnya meinuinjuikan bahwa 

masih teirdapat banyaknya peirangkat daeirah (Badan, Dinas, Biro, dan 

lainnya) yang beiluim meingeitahuii seberapa penting inovasi dilingkungan 

pemerintahan. Meilalu ii Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah 

Provinsi Lampuing u intuik peirtama kali pada tahuin 2022 seihingga 

meimbeintuik suiatui program beirdasarkan hasil diskuisi yang teilah dilakuikan 

deingan peimeirintah puisat yaitui program deingan nama “Klinik Inovasi”.  

Klinik inovasi seindiri dibeintuik seibagai uipaya meinciptakan wadah atau i 

teimpat yang dapat digu inakan oleih para organisasi perangkat daerah yang 

ingin meilaporkan beintuik inovasi yang akan dilakuikan keipada indeks 

inovasi daerah. Tuijuian uitama dibeintuiknya klinik inovasi adalah uintuik 

meimpeirkeinalkan dan meimbuika wawasan keipada peirangkat-peirangkat 

daeirah meingeinai inovasi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya 

peirangkat daeirah yang kuirang meinyadari bagaimana beintuik inovasi itui 

seindiri seihingga tidak meinyadari bahwa seibeinarnya banyak inovasi yang 

suidah dilakuikan meilaluii rangkaian keigiatan keirja. Klinik inovasi dibuika 

deingan jangka waktui teirteintui yang selalu mengalami perubahan setiap 

tahunnya muilai dari proseis peindaftaran sampai proseis akhir. Klinik 

inovasi seicara seideirhana sama deingan klinik keiseihatan yaitu memiliki 

tujuan untuk membantu. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung beirpeiran penting dalam memberikan bantuan dan 

arahan serta konsuiltasi dalam meinghadapi peirmasalahan yang beirkaitan 

deingan opeirator pada seitiap organisasi peirangkat daeirah meingeinai 

langkah-langkah apa saja yang dibuituihkan untuk meindaftarkan beintuik 

inovasi yang dimiliki keipada indeks inovasi daerah. 

 Kerangka Pikir 

Beirdasarkan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 38 Tahuin 2017 teintang Inovasi 

Daeirah meinjeilaskan bahwa inovasi daeirah beirtuijuian uintuik meiningkatkan 

kineirja peinyeileingaraan peimeirintah daeirah deingan tuijuian uintuik 
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meiwuijuidkan keiseijahteiraan masyarakat. Peineirapan program klinik inovasi 

dari Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah di Provinsi Lampuing 

seibagai sarana konsuiltasi dan koordinasi antar peirangkat daeirah dalam 

peingeimbangan, peineirapan, dan peilaporan inovasi daeirah. Peilaksanaan 

program ini dilaksanakan langsuing oleih Badan Peineilitian dan 

Peingeimbangan Daeirah Provinsi Lampung.  

Permasalahan-permasalahan hadir ketika program klinik inovasi sudah 

diterapkan, antara lain: Masih terdapat OPD (Organisasi Perangkat 

Daerah) kurang memahami terkait pengimputan IID (Indeks Inovasi 

Daerah), tidak hadirnya perangkat daerah secara konsisten dalam 

mengikuti proses kegiatan program Klinik Inovasi, kurang tegasnya Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam menegur 

perangkat daerah yang tidak konsisten mengikuti Klinik Inovasi, tidak 

adanya sanksi dan regulasi yang pasti terkait dengan kedisiplinan 

perwakilan perangkat daerah yang dikirimkan, dan keterbatasan sumber 

daya manusia dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Lampung. Namun, permasalahan tidak hanya berasal dari pihak eksternal 

melainkan hadir melalui pihak internal. Keterbatasan sumber daya 

manusia yang mumpuni dan memahami terkait pendampingan yang 

dilakukan pada klinik inovasi dalam penyampain informasi terkait indeks 

inovasi daerah masih menjadi catatan untuk pihak pelaksana program 

terkait dengan permasalaha yang hadir secara internal yang dapat 

mengakibatkan ketidakoptimalan dalam pelaksanaannya. 

Pada peineilitian ini, u intuik meingeitahuii proseis impleimeintasi program 

meingguinakan indikator-indikator yang beirasal dari beibeirapa modeil 

impleimeintasi program yang dijadikan seibu iah acuian seirta batas-batas 

dalam proseis impleimeintasi program. Indikator teirseibuit dijadikan seibuiah 

gambaran uimuim uintu ik meilihat proseis impleimeintasi program, hal ini 

dilakuikan agar peineiliti masih meimiliki panduian seirta tidak teirpaku i pada 

satu implementasi program saja. 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 

Tentang Inovasi Daerah 

Program Kinik Inovasi  

1) Banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kurang 

memahami Indeks Inovasi Daerah 

2) Tidak hadirnya perangkat daerah secara konsisten dalam 

mengikuti klinik Inovasi 

3) Kurang tegasnya Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Lampung dalam menegur perangkat daerah 

yang tidak konsisten mengikuti Klinik Inovasi 

4) Keterbatasan sumber daya manusia dari pihak Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 

Proses Implementasi Program 

Klinik Inovasi, dengan model 

implementasi menurut Jones 

(1996) sebagai berikut: 

1. Pengorganisasian 

2. Interpretasi 

3. Penerapan 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD Provinsi 

Lampung berhasil melampirkan program inovasi 

daerah yang berkualitas serta sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 

2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah 

Tentang Inovasi Daerah 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Peineilitian ini meingguinakan tipei peineilitian deiskriptif deingan peindeikatan 

ku ialitatif. Menurut Moleong dalam Sugiyono (2017), peineilitian ku ialitatif 

adalah peineilitian yang beirtuijuian uintuik meimahami feinomeina teintang apa 

yang dialami oleih suibjeik peineilitian misalnya peirilakui, peirseipsi, motivasi, 

dan tindakan seicara holistik deingan cara meimbeirikan peinjeilasan meilaluii 

data yang dikuimpuilkan dalam beintuik kata-kata dan bahasa yang keimuidian 

dideiskripsikan deingan meimbeirikan gambaran meilaluii peimanfataan 

beirbagai meitodei ilmiah. Peineilitian kuialitatif seibagai huiman instru imeint, 

beirfuingsi dalam meineitapkan fokuis peineilitian, meimilih informan seibagai 

su imbeir data, meinilai kuialitas data, analisis data, meinafsirkan data, dan 

meimbuiat keisimpuilan atas teimuiannya (Suigiyono, 2017). 

Peineilitian ini meincoba uintuik meilihat bagaimana impleimeintasi Program 

Klinik Inovasi dalam meimbeirikan peindampingan indeiks inovasi daeirah 

Provinsi Lampuing seihingga dapat meimahami beirbagai beintuik inovasi yang 

dapat diciptakan uintuik meimeinuihi keibuituihan masyarakat dan meinyeisu iaikan 

peirkeimbangan zaman teirjadi. Hasil dari peineilitian ini hanya 

meindeiskripsikan dan meinganalisis lebih mendalam beirbagai data yang 

dipeiroleih meilaluii keigiatan wawancara teirhadap suibjeik peineilitian yang 

beirkaitan deingan tuijuian dapat meimbeirikan gambaran yang jeilas meingeinai 

Impleimeintasi Program Klinik Inovasi Dalam Meimbeirikan Peindampingan 

Indeiks Inovasi Daeirah Pada Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah 

Provinsi Lampuing. 

 



31 
 

3.2 Fokus Penelitian 

Beirdasarkan keirangka pikir dan juiduil peineilitian yang teilah peinuilis 

gambarkan seibeiluimnya, peineilitian ini meimiliki fokuis bagaimana 

Impleimeintasi Program Klinik Inovasi dalam meimbeirikan peindampingan 

indeiks inovasi daeirah pada Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Daerah 

Provinsi Lampuing untuk mempermudah serta menghindari 

kesalahpahaman dalam penafsiran fokus penelitian ini maka perlu dilakukan 

pembatasan fokus penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dalam 

menulis hasil penelitian ini akan berfokus pada: 

1. Implementasi program melalui teori yang dikemukakan oleh Charles O. 

Jones (1996), artinya penelitian ini berfokus pada implementasi program 

dalam memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah pada Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Fokus analisis 

yang digunakan dalam penelitian mengenai indikator penting selama 

implementasi program berlangsung menurut Jones (1996) yang terdiri 

dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan sebagai berikut: 

1) Pengorganisasian 

  Pada hal ini berkaitan dengan proses pengaturan dan penetapan 

pelaksana kebijakan yaitu organisasi yang terlibat dalam 

pelaksanaan program klinik inovasi di provinsi Lampung yang 

mencakup tentang: 

1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dalam tim pelaksanaan 

program klinik inovasi di lingkungan pemerintahan provinsi 

Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Risetdan Inovasi Daerah dan Surat 

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 070/272/BID.IV/VI.06/2023 tentang 

Pembentukan Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinaor dan 

Pembahas Indikator Indeks Inovasi Daerah (IID). Untuk melihat 

apakah dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
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Provinsi Lampung telah melakukan pembagian tugas dan fungsi 

dalam pelaksanaan program. 

2. Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program 

klinik inovasi. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya 

manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Pada 

sumber daya manusia meliputi fasilitator atau aktor yang terlibat 

langsung dalam penanganan klinik inovasi terkait dengan 

pemberian pendampingan mengenai indeks inovasi daerah (IID). 

Sumber daya finansial meliputi anggaran yang dikeluarkan, serta 

sarana-prasarana sebagai alat pendukung dalam menunjang 

implementasi program klinik inovasi berlangsung yang 

dikelurkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung. 

3. Metode dalam penyampaian informasi kegiatan dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kepada 

organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan 

pemerintahan provinsi Lampung dan inovasi kegiatan yang 

dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung. 

2) Interpretasi 

 Pada tahap ini dilakukan dengan melihat bagaimana kebijakan 

dijabarkan menjadi teknis operasional. Interpretasi yang dilakukan 

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada organisasi 

perangkat daerah di provinsi Lampung mengenai pemahaman 

tentang indeks inovasi daerah (IID) serta rencana pengarahan yang 

tepat. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bentuk komunikasi yang 

terjalin antara pihak pelaksana program dan antar anggota Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung itu sendiri 

sebelum melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang kemudian diturunkan 

melalui Peaturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 

tentang riset dan inovasi daerah. 
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3) Penerapan 

 Pada hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program klinik 

berdasarkan ketentuan rutin seperti standar operasional prosedur 

(SOP), pedoman kinerja, dan jadwal kegiatan. 

2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi 

program klinik inovasi dalam memberikan asistensi terhadap indeks 

inovasi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung. Faktor penghambat berkaitan dengan kendala yang 

dihadapai masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi 

program tersebut baik yang dirasakan oleh pihak pelaksana program 

ataupun kelompok sasaran program. Untuk faktor pendukung merupakan 

hal-hal yang menjadi dorongan sebagai bentuk upaya yang dilaksanakan 

untuk mampu mencapi tujuan dari program itu sendiri.  

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi peineilitian meiruipakan suiatui wilayah ataui teimpat dimana peineilitian 

teirseibuit akan dilaksanakan. Lokasi dan suibjeik yang dipilih dalam peineilitian 

meinjadi suimbeir informasi yang dapat meinjawab apa saja yang beirkaitan 

deingan ruimuisan peineilitian. Adapuin alasan peineiliti meingambil lokasi 

peineilitian di Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah Provinsi 

Lampuing adalah kareina Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Daeirah 

Provinsi Lampuing beirpeiran seibagai pihak yang beirtangguing jawab dalam 

meinjalankan program yang beirtuijuian uintuik meimbeirikan peindampingan 

indeiks inovasi daeirah (IID) di Provinsi Lampuing di mana telah 

melaksanakan program tersebut akan tetapi provinsi Lampung belum 

konsisten dalam pengembangan inovasi daerah melalui kenaikan dan 

penurunan pada peringkat indeks inovasi daerah. Sehingga Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dipilih meinjadi lokasi pada 

peineilitian ini. 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Meinuiruit Moleiong dalam Sugiyono (2017), suimbeir data peineilitian ku ialitatif 

adalah tampilan yang diperoleh melalui lisan ataui tulisan yang diceirmati 

oleih peinuilis, dan beinda-beinda yang diamati sampai deitailnya. Dalam 

peineilitian ini, teirdapat beibeirapa jeinis peinguimpuilan data yang digu inakan 

oleih peinuilis antara lain: 

1. Wawancara 

Meinuiruit Eisteirbeirg dalam Suigiyono (2017) wawancara meiru ipakan 

peirteimuian antara du ia orang uintuik beirtuikar informasi dan idei meilaluii 

keigiatan tanya jawab seihingga dapat dikonstruiksikan makna dalam 

suiatui topik teirteintui. Instruimein wawancara diguinakan dalam peineilitian 

kuialitatif kareina dapat meimbeirikan informasi lintas waktui baik yang 

beirkaitan deingan masa lampaui, kondisi saat ini, dan masa yang akan 

datang deingan meinghasilkan data yang beirsifat teirbuika, meinyeiluiruih, 

dan tidak teirbatas seihingga mampui meimbeintuik informasi yang uituih 

dan peinyeiluiruih dalam meinguingkap peineilitian kuialitatif. Melakukan 

wawancara akan membantu untuk mengetahui lebih banyak hal secara 

mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan keadaan yang 

terjadi. 

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Adapuin yang 

meinjadi informan, pada peineilitian ini yaitu i: 
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Tabel 4. Data Informan dalam Penelitian 

No. Informan Data yang didapat 

1. Ke ipala Bidang Penguatan Inovasi 

dan Kebijakan Strategis Daerah 

Mengenai follow-up proses 

kordinasi lanjutan terkait 

monitoring dan evaluasi terkait 

pelaksanaan program klinik 

inovasi 

2. Kepala Sub Koordinator Kebijakan 

Strategis dan Sistem Inovasi Daerah 

Menjadi key informant, 

perencanaan dan pelaksanaan 

program klinik inovasi 

3. Kepala Sub Koordinator Inovasi 

Pelayanan Publik dan Sarana 

Prasarana 

Data catatan inovasi yang 

berhubungan dengan organisasi 

perangkat daerah yang mengikuti 

program klinik inovasi 

4. Staff Bidang Penguatan Inovasi dan 

Kebijakan Strategis Daerah 

Data mengenai anggaran dan 

organisasi perangkat daerah yang 

telah mengikuti kegiatan program 

klinik inovasi 

 Suimbeir: Diolah oleih peineliti, 2024 

2. Obseirvasi 

 Obseirvasi meiruipakan teiknik dalam peimuisatan peirhatian teirhadap suiatu i 

objeik yang akan diteiliti deingan meinggu inakan seiluiruih indeira seicara 

langsuing deingan tu ijuian meimpeiroleih data. Obseirvasi meingharuiskan 

peineiliti tuiruin langsuing kei lapangan uintuik meingamati hal-hal yang 

beirkaitan deingan ru iang, teimpat, peilakui, keigiatan, waktui, peiristiwa, 

tuijuian, dan peirasaan (Mamik, 2015). Pada peineilitian ini, peinuilis 

meingamati peilaksanaan Program Klinik Inovasi pada Badan Peineilitian 

dan Peingeimbangan Daeirah Provinsi Lampuing. 

3. Dokuimeintasi 

 Dokuimeintasi meiru ipakan keigiatan meincari data yang dibuituihkan 

seilama peineilitian beiruipa catatan, dokuimein, peiratuiran-peiratuiran buikui, 

suirat kabar, majalah, notuilein rapat, dan seibagainya (Siyoto, 2015). 

Pada peineilitian ini, peinuilis meinguimpuilkan data yang beirsuimbeir pada 

Uindang-Uindang ataui peiratuiran peimeirintah, artikeil juirnal, liteiratuir, 

data-data teirtuilis, arsip mauipuin gambar yang beirkaitan deingan 

impleimeintasi Program Klinik Inovasi. 
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  Tabel 5. Dokumentasi 

No. Dokumen Substansi Keterangan 
1. Pe iratu iran Pe imeirintah 

Nomor 38 Tahuin 2017 

Inovasi Daerah Inovasi daerah 

bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

2. Pe iratu iran Daeirah 

Provinsi Lampuing 

Nomor 6 Tahuin 2021 

Te intang Rise it dan 

Inovasi Daeirah 

Riset dan Inovasi 

Daerah 

Pemerintah daerah 

melakukan inovasi 

daerah untuk 

meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan 

pemeritahan daerah 

dalam memberikan 

manfaat ekonomi dan 

sosial 

3. Peraturan Gubernur 

Provinsi Lampung 

Nomor 59 Tahun 2021 

Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata 

Kerja (SOTK) 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan 

tugas dan fungsi 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah dalam 

pemerintahan daerah 

provinsi Lampung 

4. Su irat Keputusan 

Gubernur Lampung 

Nomor 

G/642/VI.06/HK/2022 

Pembentukan Tim 

dan Operator Inovasi 

Daerah Provinsi 

Lampung 

Uraian tugas dan 

fungsi tim Pembina 

dan operator inovasi 

daerah provinsi 

Lampung 

5. Rencana Strategis 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung 

2019-2024 

Arah Kebijakan 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah Provinsi 

Lampung 

Komitmen Badan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah terhadap 

peningkatan inovasi 

daerah di provinsi 

Lampung 

6. Keputusan Kepala 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Provinsi Lampung 

Nomor 

070/272/BID.IV/VI.06.

2023 

Pembentukan Tim 

Pengarah, 

Penanggung Jawab, 

Koordinator, dan 

Pembahas Indikator 

Indeks Inovasi 

Daerah (IID) Tahun 

2023 

Sumber daya manusia 

yang terlibat dalam 

pelaksanaan 

pemberian 

pendampingan indeks 

inovasi daerah di 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah Provinsi 

Lampung. 

7. SOP (Standar 

Operasional Prosedur) 

Undangan kepada 

organisasi perangkat 

daerah di lingkungan 

pemerintahan 

Provinsi Lampung. 

Jadwal pelaksanaan 

mengenai waktu, 

tempat, dan keperluan 

yang dibutuhkan. 

    Suimbeir: Diolah oleih Peineliti, 2024 
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3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data suidah muilai dilakuikan pada saat peinguimpuilan data 

beirlangsuing dan seiteilah seileisai peinguimpuilan data dalam peiriodei teirteintui. 

Mileis, Huibeirman, dan Saldana (2014), meingeimuikakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kuialitatif dilakuikan seicara inteiraktif dan beirlangsuing 

seicara teiruis meineiruis sampai tuintas deingan aktivitas analisis data meilipuiti: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif 

Sumber: (Miles et al., 2014) 

1. Kondeinsasi Data (Data Condeinsation) 

Kondeinsasi data me ingacui pada prose is peimilihan, peimfokuisan, 

peinyeideirhanaan, dan me intransformasikan data yang me indeikati 

keiseiluiruihan bagian dari catatan lapangan se icara teirtuilis, wawancara, 

dan dokuimein-doku imein. Proseis kondeinsasi data dipeiroleih seiteilah 

peineiliti meilakuikan wawancara dan me indapatkan data te irtuilis yang ada 

di lapangan. Dalam tahapan ini pe ineiliti meilakuikan peimilihan teirhadap 

data apa saja yang dibu ituihkan uintu ik peineilitian Imple imeintasi Program 

Klinik Inovasi dalam me imbeirikan peindampingan Inde iks Inovasi 

Daeirah (IID) pada Badan Pe ineilitian dan Pe ingeimbangan Daeirah 

Provinsi Lampuing. Seilanjuitnya meimisahkan data yang tidak pe irlui dan 

meimfokuiskan data yang beinar-beinar beirhuibuingan deingan 

Impleimeintasi Program Klinik Inovasi. 

2. Peinyajian Data (Data Display) 

Peinyajian data dapat dilaku ikan dalam beintu ik peingorganisasian, 

peinyatu ian, dan informasi yang disimpu ilkan. Seihingga keigiatan 

Data Collection Data Display 

Conclucion 

Drawing/Verifying 

Data 

Condensation 
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peimbu iatan keisimpu ilan dalam beintu ik narasi atas kate igori ataui plan 

teirteintu i meinuiruit pandangan informan dapat dilaku ikan. 

3. Peinarikan Keisimpuilan (Concluisions Drawing) 

Peinarikan keisimpu ilan yang dilakuikan peineiliti dari awal peineiliti 

meinguimpuilkan data, meincatat pola, peinjeilasan, seirta aluir seibab akibat. 

Keiseiluiruihan data yang suidah dipeiroleih pada akhirnya disimpulikan ole ih 

peineiliti deingan meingambil inti dari rangkaian peineilitian. Keisimpuilan 

akhir dalam peineilitian ini beiruipa teiks naratif yang meindeiskripsikan 

Impleimeintasi Program Klinik Inovasi dalam meimbeirikan 

peindampingan Indeiks Inovasi Daeirah (IID) di Provinsi Lampuing. 

 

3.6  Teknik Keabsahan Data 

Teirkait teiknik peimeiriksaan keiabsahan data dalam peineilitian ku ialitatif 

peinting uintuik dipeirhatikan kareina data meiruipakan komponein yang kruisial 

dalam peineilitian. Data inilah yang akan digu inakan seibagai dasar dalam 

peinarikan keisimpuilan seihingga data yang didapatkan haruis meimeinuihi 

syarat keiabsahan data. Teiknik peimeiriksaan keiabsahan data pada peineilitian 

ku ialitatif yang dikeimuikakan oleih Suigiyono (2017) antara lain yaitui: 

 

1. Uiji kreidibilitas (Creidibility) 

Data dapat dinyatakan kreidibeil ataui dapat dipeircaya jika teirdapat 

peirsamaan antara apa yang dilaporkan peinuilis deingan apa yang 

seisuingguihnya teirjadi pada objeik yang diteiliti. Keigiatan yang dilakuikan 

agar hasil peineilitian dapat dipeirtangguingjawabkan dan dapat dipeircaya 

antara lain yaitui: 

1) Peirpanjangan waktui peingamatan 

Peirpanjangan peingamatan ini beirarti peinuilis keimbali kei lapangan, 

meilakuikan peingamatan, keimuidian wawancara keimbali deingan 

suimbeir data yang peirnah diteimuii atauipuin yang barui. Cara yang 

dapat dilakuikan dalam peirpanjangan peingamatan uintuik meinguiji 

kreidibilitas data adalah meilakuikan peingamatan apakah data yang 

dipeiroleih seibeilu imnya meinganduing keibeinaran ataui tidak keitika 
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diseisuiaikan keimbali deingan kondisi yang teirjadi pada saat teirjuin 

langsuing kei lapangan.  

2) Trianguilasi 

Teiknik trianguilasi beirtuijuian uintuik meiningkatkan keikuiatan teioritis, 

meiteidologis, mau ipuin inteirpreitatif dari peineileitian kuialitatif. William 

Wieirsma dalam Suigiyono (2017), meinyatakan bahwa trianguilasi 

dalam uiji kreidibilitas diartikan seibagai peingeiceikan data dari 

beirbagai suimbeir deingan beirbagai cara dan beirbagai waktu i. Pada 

peineilitian ini peingeiceikan data akan meingguinakan trianguilasi 

suimbeir, deingan meimbandingkan hasil data yang dipeiroleih meilaluii 

waktui dan alat yang beirbeida deingan wawancara, obseirvasi, dan 

dokuimeintasi teirhadap suimbeir yang beirbeida. Meilaluii beibeirapa data 

yang suidah dipeiroleih dari suimbeir teirseibuit keimuidian dideiskripsikan 

dan dikateigorikan meingeinai cara pandang baik yang sama atauipuin 

tidak. 

 

2. Uiji Transfeirabilitas (Transfeirability) 

Nilai transfeirabilitas te irgantu ing pada peimahaman hasil peineilitian 

teirseibuit dapat diteirapkan pada situiasi dan kondisi sosial yang lain 

maka peinuilis haruis meimbuiat laporan yang siste imatis, jeilas, teirpeirinci, 

seirta dapat dipeircaya. Teiknik ini dilaku ikan meingguinakan uiraian rinci, 

deingan meilaporkan hasil pe ineilitian se icara ceirmat dan teiliti yang 

meinggambarkan kondisi te impat peineilitian dilaku ikan. 

3. Uji Dependabilitas (Dependability) 

Uji deipeindabilitas dilaku ikan deingan me ilakuikan au idit teirhadap 

keiseiluiruihan proseis peineilitian. Muilai dari bagaimana pe inuilis 

meineintu ikan masalah atau i fokuis, meimasu iki lapangan, me ineintu ikan 

suimbeir data, meilakuikan analisis data, me ilakuikan uiji keiabsahan data, 

sampai meimbu iat keisimpuilan haruis dapat me inuinju ikan buikti teirkait 

aktivitas lapangan yang te ilah dilaku ikan. Peineilitian seipieirti ini peirlui 

diu iji deipeindability uintu ik meingeiceik apakah hasil pe ineilitian ini beinar 

ataui tidak, maka peinuilis meindiskuisikannya dengan peimbimbing. 
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4. Uji Konfirmabilitas (Konfirmability) 

Konfirmabilitas diartikan seibagai konseip inteirsuibjeiktivitas (konseip 

transparansi) meiruipakan beintuik keiteirseidiaan peinuilis 

meinguingkapkan keipada puiblik meingeinai bagaimana proseis dan 

eileimein dalam peineilitiannya deingan meimbeirikan keiseimpatan pada 

pihak lain uintuik meilakuikan peinilaian teirhadap teimu iannya. 

Peimeiriksaan yang dilakuikan oleih peimbimbing meinyangkuit keipastian 

asal uisuil data, logika peinarikan keisimpuilan dari data yang suidah 

dipeiroleih, dan peinilaian teirhadap tingkat keiteilitian seirta peimahaman 

teirhadap keigiatan peinuilis teintang keiabsahan data. Pada tahapan ini 

yang meilakuikan peinguijian hasil peineilitian adalah peimbimbing 

skripsi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapngan, peneliti menari 

kesimpulan akhir dalam implementasi program klinik inovasi dalam 

memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah (IID) sebagai berikut: 

5.1.1 Implementasi Program Klinik Inovasi Pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 

Program Klinik Inovasi yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung merupakan 

langkah positif dalam mendorong budaya inovasi di daerah. Klinik ini 

berfungsi sebagai wadah konsultasi dan koordinasi bagi perangkat daerah 

dalam mengembangkan, menerapkan, dan melaporkan inovasi daerah. 

Meskipun program ini telah berjalan, beberapa kendala perlu mendapat 

perhatian. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya 

pelaksana, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini dapat 

menghambat efektivitas Klinik Inovasi dalam memberikan layanan 

konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah. Kendala lain yang 

dihadapi adalah pemahaman aktor pelaksana terkait inovasi daerah. 

Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan misinterpretasi terhadap 

tujuan dan manfaat program Klinik Inovasi, sehingga menghambat 

partisipasi aktif dari perangkat daerah. 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa 

langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan peningkatan sumber daya 

pelaksana Klinik Inovasi, baik melalui pelatihan maupun penambahan 

sumberdaya pelaksana. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang 
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lebih gencar kepada perangkat daerah tentang inovasi daerah dan manfaat 

program Klinik Inovasi. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, 

diharapkan Program Klinik Inovasi dapat berjalan lebih optimal dan efektif 

dalam mendorong budaya inovasi di Provinsi Lampung. Klinik ini dapat 

menjadi sarana penting bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui inovasi. 

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program 

Klinik Inovasi 

Implementasi program klinik inovasi dalam memberikan pendampingan 

Indeks Inovasi Daerah tidak terlepas dengan faktor pendukung dan faktor 

penghambat didalamnya selama program klinik inovasi sedang 

berlangsung. Faktor Pendukung dalam menunjang pelasksanaan program 

klinik inovasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Lampung antara lain yaitu komitmen pihak pelaksana program yang kuat, 

antusiasme peserta yang hadir tinggi, sampai sarana dan prasarana dalam 

proses implementasi program klinik inovasi terpenuhi dengan baik dan 

lengkap.  

Sementara itu, faktor penghambat hadir ketika melihat tingkat pemahaman 

serta komitmen organisasi perangkat daerah yang berbeda tentang indeks 

inovasi daerah serta terkait anggaran yang bervariatif dari setiap organisasi 

perangkat daerah untuk kegiatan yang menghasilkan suatu inovasi tersebut, 

kemudian teknik penyampaian materi yang dilakukan secara berulang-ulang 

dalam bentuk presentasi secara menyeluruh tidak berfokus pada satu materi 

terkesan terlalu luas dan cenderung menjadi membosankan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program klinik inovasi pada 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkungan organisasi 

pemerintahan provinsi Lampung, sebagaimana hasil kesimpulan diatas 

masih belum terlaksana secara optimal maka dari itu peneliti memberikan 

beberapa saran antara lain sebagai berikut: 
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1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan internal 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah khusunya bidang 

Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah terkait dengan 

perkembangan innovative government award yang pada setiap tahunnya 

selalu berubah-ubah. 

2. Perlunya monitoring dan evaluasi serta sansksi berupa teguran dari 

sekretariat daerah terhadap perangkat daerah yang masih tidakmengikuti 

atau tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan indeks inovasi daerah 

melalu program klini inovasi. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat bagaimana kolaborasi 

antar perangkat daerah dalam peyusunan profil inovasi daerah di Provinsi 

Lampung. 
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